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BUPATI MUAR"AENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 0 raHuN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2074

TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI DAN

TUNJANGANPEGAWAISEBELUMPENTTAPANPERATURANDAERAHTENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2014

UNTUKBULANJANUARIDILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pembayaran Gaji Pegawai Negeri

Sipil pad.a bulan Februari 2074 yang disesuaikan dengan

penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

ian g"tanja Daerah, maka terhadap peraturan Bupati Muara

Enim Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan Anggaran

BelanjaTidakLangsungGajidanTunjanganPegawaisebelum
penetapanPeraturanDaerahtentangAnggaranPendapatan
d.., ellanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4 untuk bulan

Januari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
perlu dilakukan Perubahan;

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim

ientang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan Anggararl Belanja Tidak
Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai -sebelum 

penetapan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk Bulan Januari di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

NoLor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2B6\;



-J.

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Noiror i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Und'ang-UndangNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan
PengelJaan dai Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Neglra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

Undang-UndangNomor32Tahun2oo4tentangPemerint4li
Daerah" (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor !25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perribahan Kedria atas Undang-undang Nomor 32 Tal]un 2oo4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
-Negara 

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor aSaa);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438\;

peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2ooo tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara-nepuUiit< Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4028\;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416\ sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2L Tahun 2oo7 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndJnesia Tahun iOOS Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

5.

6.

7.

8.

9.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupate nlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oo1 Nomor B), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a737);
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11. peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7al);

Peraturan Pemerintah Nomot 7l Tdnun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TaL'run 2Ol3 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2074;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2OO4 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokol
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO7 Nomor 2);

peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2oo8 Nomor 22) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2Ol2 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 23);

t2.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.
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t9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun

200g tentang pembentui<an organisasi dan_Tata Kerja Dinas

DaerahKabupatenMuaraEnim(Lembaran.DaerahKabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4

Tahun 2ol3 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

14 Tahun 2oog tJntang pembentukan organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol3 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Organisasi d?' Tata Kerja

Inspektorat, Sltuan Polisi Pamong Praja dtl Lembaga Teknis

KabupatenMuaraEnim(LembaranDaerahKabupatenMuar-a
Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5

Tahun 2oI3 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2008 telntang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga

Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2Ol3 Nomor 5);

peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun

2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun

2Oo8tentangPembentukanOrganisasidanTataKerja
Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

20.

22.

21.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun

2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Dierah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor

12);

24. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penggunaan Arggr-.u-r, Belanja Tidak Langsung Gaji dan

Tunjangan eegaiuZ1 sebelum penetapan Peratuaran Daerah

tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

anggain Zdt+ untuk bulan Januari di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2Ol4 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2074

TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI SEBELUM PENETAPAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OT4 UNTUK BULAN

JANUARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA

ENIM.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan

Pegawai sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun Anggaran 2Ol4 untuk bulan Januari di lingkungan
pemerintah Kabupaten Mua.r.-E.,i..t (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun

2Ot4 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian dan besaran anggaran Belanja Tidak
bulan Januari dan Februari yang bersifat
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati

Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawat

tetap, sebagaimana tercantum dalam
ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinYa,
ini dengan PenempatannYa dalam

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal [0 ]arura d W\A

memerintahkan Pengundangan Peraturan BuPati
Enim.

Muara Enim
lD >onu.a i geA

UARA FjNIMy'

4n-e

TAUFIK RAHMAN

EERITA DAERAH KABUPATEN

MUZAKIR SAI SOHAR

MUARA ENIM TAHUN 2Ol4 NOMOR q

di



Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor :QTahun20l.4
Tanggal I lO >r?tnngti loL4

RINCIAN DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI LINGKUP

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BULAN JANUARI 2014

SKPD

BESARAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG

GAJI DAN TUNJANGAN
PECAWAI (RP)

No.

1 Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen 59.537.400,00

2. 2.608.541.200,o0a Dinas Kesehatal
4. RSUD dr. H.M Rabain Muara Enim

Dinas Bina Marga dan Pengairan
Dinas Ciota KarYa Dal Tata Ruang-

1R" 1R520000
5. 281.075.300,00
6 160.755.800,00
7 tiadanPerencma@

Badan Lingkungan HiduP 1 19.911.900,00
8. 754.942.300,oo

1 46 0?? ,oo oo9. Dinas Perhubungan -. .-

Dinas Kependuari.* affi10. 386.060.400,00
11 9t.447.900,oo
12. Dinas Soslal 117.460.400,00
13. 93.294.200,oo
t4 l)1nas Kooerasl u Lvrtu!1169ll_

729.824.1Oo,oo
15. Dlnas Pemuda ulanraga l\cuuualaar ui

101.286.300,00
16. r25.177.200.o0
t7.

1 1.375.300,00
18. Kepala Daerall/ KcP4l4 !a!iEl- 621.189.200,00
19.

Sekretariat DPRD
Inspektorat KabuPaten

1r0.860.600,00
20. t42.647.200,oo
21 303.699.600,o0
22. Dlnas Pendapatan }-engeroraiirr AcudrB,dr

54.927.300,00
23. 61.061 .000,00
24. Kecamatar Jemenoe rJaraL rcuBa

Kecamatan Semende Darat Laut
Kecamatan Tanj ung Agung
Kecamatan Lawang Kidul
Kecamatan Muara Enim

52.728.BOO,OO
25. 90.318.600.00
26. 164.287.400,Oo
27. 282.810.300,00

6'9,1R4 400 0028.
29. Kecamatan U.lar1 NIas

Kecamatan Benakat 59.213.900,00
30. s4.529.000,00
31 Kecamatan Gunung Megalg
1a Kecamatal Rambalg Dalgku

54.571.900,00ac

Kecamatan Rambang
Kecarnatan Gelumbang

50.854.600,o0
34. 88.O50.000.00
35. 6s.943.500^00
36. Kecamatan LemDak

57.701.000,00ca Kecamatan Sungai Rotan
38.
39. Kecamatan Muara Belida 33.308.500,oc)

40.
4t.
42.

51.754.300.00

Relid a T) 45.936.900.O0

Kecamatan Lubai Ulu 32.360.400,00

43.
167.383.000,00
t28.740.700,oo

44.
45.

uadan I'emDeroayaan Nrasyiil ffia
rr^*,,-:l-^^i i^- Infnrmoti 47 .957 .700,OO

Dinas Talaman Pangan dal Hortikultura 186.502.400,00
46.

r 90.495.300.00
47.
48.
49.

162.006.500,00
58.730.700,00

Dinas Kehutalan
l-r"-r*" Pert'arr.bansa. aan Onergi

r72.786.200,oo
50. ,1 Rnn nn
51 188.591.300,00
52.

BadilTel&sat a Penr,rrluhan Pertalian Perikanan dal Kehutalal
Kantor Pelavanal Izin TerPadu

733.630.900,00
53. <6 411 AOt) t)t)
54. 33.237.700,oo
55. Kantor Henaraman ,4 ?On nn
56. Sekretariat KORPRI

69.144.700,oo
57.

TOTAL 27.976.729.aoo,oo

FLYUARA ENI.NII/
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Lampiran II Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : Tahun 2014
Tanggal :

RINCIAN DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BULAN FEBRUART 2OI4

No.

I

SKPD

BESARAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG

GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI (Rp)

Dinas Pendidikan dal KebudaYaart ta.97I.tt7 .292,OO

2.
J.

T
5.

2.a90.272.395,OO
1.187.991.931,00

I] Ri Mar d Pen an 213.119.485,OO

Dinas Pekeriaan Umum CiPta KarYa 300.844.092.00

6. Rad an Perencanaan Pembanzunan Daerah 16s.315.967,OO

7.
8.

174.273.O10,OO

Badan Lingkungan Hidup 12a.644.249.OO

9.
10,

Sinil t47.498.654,OO

B"dm K.l,r-s" B.rencarla3emberdayaan perempuan dan pe 437.Ot7.536,00

L1 Dinas Sosial tot.567.726.OO

t2.
13.
t4.

t42.788.775,OO
tto.926.49l,OO

Badal Penanaman Modal dan Perizinal Terpadu 102. 1 11.230,O0

15.
76.

129.595.738,00

Badan Kesatual Bangsa dal Politik to2.t2B.929,OO

t7.
18.
20.
2t.

193.608.988,00

1 Renc Daerah 76.2t9.420,OO

keoala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12.L27.153,OO

Sekretariat Daerah 699.390.267,OO

22.
23.

FaLrraf T)qerah 12s.883.422.OO
t67.974.809,OO

24.
25.
26.

2L0.194.177,OO

aAor V iqn T)aerah
.1 79.391 .855.00

Kecamatan Semende Darat Ulu 60.962.167,OO

o7

n.
29.
30.
31.

a^-^ndp T-\arat Tcnsah 67.347.899,OO

T
52.969.294,OO
e4.566.562.OO

177.4r2.614,OO

Kecamatal Muara Enim 30t.404.149,OO

32. TIion M 75.553.164.00

JJ.

34.
Kecamatan Benakat 65.476.28t,OO

Kecamatal Gunung Megang 60.275.058,00

35.
36.

Kecamatan Rambang Dansku 96.180.590,00

Kecamatal Lubai 60.251.280,00

J/.

3&

55.973.521,O0

Kecamatan trmbak 70.625.902,OO

39.
40.
41.

17.926.603,OO
93.604.702,OO

Kecamatan Sungai Rotan 5A.422.968.OO

42. Mr Relida 36.6a2.792.OO

43.
14.

Sekretariat KORPRI Kabupaten Muqq trntm 25.242.320,OO

Kecamatan Belimbing 57.242.280.OO

45. Kecamatar Belida Darat 50.856.78,00

46. Kecamatan Lubai U1u 38.566.115,00

47.
44.

A A Tlqerah t57.O72.854,OO

Kantor Ketahanan Pangan 65.326.930.00

49.
50.

Badan Pemberdavaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa t42.797.306,OO

Kantor Komunikasi dan Informatika 56.585.013,00

51.
52.

65.911.555.O0

Dinas Talaman Palqan dan Holtikultura 209.723.884,O0

53. Dinas Perkebunart 216.r99.447,0O

54.
55.
56.

180.406.503.00
hrh Pert Perikanan dan Kehutalan 840.993.836.OO

192.016.061.00

Dinas Pertambalgan dan Energi t46.116.32t,oo

58,
202.t93.557,OO

Jumlah 37.O90 .779 .O22.OO

.BU
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